SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 7 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang :

Mengingat

BULUNGAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BULUNGAN,

bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan
yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten (RKPD) Bulungan Tahun 2016 perlu dilakukan
penyesuaian.

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan
bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Oleh karena
itu Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan sebagai
landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2016;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bulungan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5507); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun
2005 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah,
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta Musyawarah Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 7);
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Menetapkan :

11.

12.

13.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2015 Nomor 05);

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 4).

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016
(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai

berikut:

1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal
7B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Perubahan RKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2016 merupakan landasan

dan pedoman

operasional bagi SKPD dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan Tahun 2016.

Pasal 7B

(1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat
yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2016
sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2016; dan



(2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat
yang di anggarkan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2016, menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2016.

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2016 diubah dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum, Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 22 Juli 2016
BUPATI BULUNGAN,

HAMRAN, SH ttd
Penata TK.I/ llid
Nip.19701130 2002121004 SUDJATI

AU LALIAGALLESIAGALL ML L CALL ) LALLE R ATL

pada tanggal 22 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd

SYAFRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 022



